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——
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PERUBAHAN ANG%’:‘HU N ANGGARAN 2025

Menimbang :

Mengingat

. 1. Undang-Undang Nomor

3. Undang-

AT TUHAN YANG MAHA ESA

DESA SUGIHWARAS,

embangan yang tidak sesuai
g telah ditetapkan dalam

a Desa, karéna adanya
perlu

DENGAN RAHM

KEPALA

hubungan terjadi perk
ana anggaran yan
an Belanj
belanja dan pembiayaan,
ndapatan dan Belanja

dengan renc
Anggaran pendapatan d

perubahan pendapatan,
dilakukan perubahan Anggaran Pe

pesa Tahun Anggaran 2025; .
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf & perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

08 Tahun 1999 tentang

yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara

Penyelenggara Negara
Kolusi dan Nepotisme
Tahun 1999 Nomor 75,

Republik Indonesia Nomor 3851);
12 Tahun 2011 tentang

5. Undang-Undang Nomor
erundang-undangan (Lembaran

Pembentukan Peraturan P
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor s
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
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0y, Nomno! A0 Tahun

“”lhmt{”""l“{“"”“ (Lembiran Negarn Republik
v

ST
W, llm]mll'.
. )0 14 Nomol o2, Tambahat [emharan

r"\:lmininlm!:' il §

;,Hlnuvnin " i Iydonesin Nomor hhol),

Nopart! tept? . Nomor 1 Pahun 2022 tentang, Hubungan
ek ,

O UndanB = Pemerintaly Pusat din Pemerintabin
Ko . Nepara Republik Indonesin Tahun 2022
Dacrth '.11.:”,;|,nlmn Lembaran Negara Republik Indonesal
Nontor
Nm”m‘h(hfl)v;-nu-rinlnh Nomor 43 Tahun 2014 tentang

o R pelaksanaat Undang-Undang Nomor 6 Tahun
]'t.mmr{‘::'mp pesa (Lembaran Negara Republik Indonesia
o 4" Nomor 113, Tambahan Lembaran  Negara
Republik [ndonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
\‘.|[ papn kall (erakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
Ilul “-II':]:mn 2010 (Lembaran Negara Republik Indoncsia

tahun 2019 Nu'mor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonestd Nomor 6321); '

intah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

8. Peraturan Pemic ' .
ran Negara Republik Indonesia Tahun

Kecamalan (Lemba _
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Ncgara Republik

Indonesia Nomor 6202);
9, Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Usaha Milik Desa
Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara

Republik [ndonesia Nomor 6623);
10. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

Transfer ke Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 100);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

12, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah
gggian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa,

Pemerintaln Dacrah
i Tnbiem 2005 Moo
(bl Inddotietin Mo

S04 lentang

Tahun 201
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16
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28,

24,
25.

26.

27.

28.

29.

30.

3k,

‘Peraturan ME? % Nomor
- Peraturan Men si Nomor 2 Ta

- Peraturan Dacr mbaran Daera

. Peraturan Da€

.Peraturan Daerah

r m Negeri Nomor 45 Tahyp i
Peraturan Men®® penetapanl Dan 'Penegasan Ba:tas Desa:
tentan Pﬁdom n . Da]am Negerl Nomor 20 Tahun 2018
: te ngan Desa;

. pDala

; & a
Peraturan Jaan Keu Pembangunan Dacrah Tertinggal

elola®
tentang Pen8 o7 Desa, 7 Tahun 2023 tentang Rincian

i a, ;
dan Transmigr naan Dana Des nan Daerah Tertinggal

o , n
Prioritas Pengguen Diest: PembﬁuﬁuZO% tentang Petunjuk

dan TransmlgraFokus penggunaan Dana Desa Tahunh:zozz,o .
Operasional Atasah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Ta} un

h Kabupaten Nganjuk Tahug
tentang Desa (M7 imana telah diubah beberapa kali
2016 Nomor 2) Speraturan Daerah Kabupaten ‘Nganjuk
terakhir dengs " 0024 tentang Perubahan Ketiga Atas
S\ £ Tahuﬂh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa
gi:ats rann g:g:h Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor

mparal

1); rah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020
utamaan Gender (Lembaran Daerah

tentang Pengarus 3)-

Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor );

Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
an Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
uk Tahun 2023 Nomor 1);
g?ifﬁ?;ngfzfih Kabupaten Nganjuk Nomor ‘11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Buapti Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa;
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
1I:emturau;3 Bu;aati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang
encana Pembangunan Daerah ;
2024-2026; gu Kabupaten Nganjuk Tahun
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 5 Tahun 2024 tentang
gzrsl;aéqa ‘Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran
ugihwaras Tahun 2024 Nomor 5)

tentang Pengelola



Menetapkan .

qug‘] waras Nom]m 1 Tahun 2005 N
pes? L oata dan Belanja Desa Tahyy' Qan‘:
32. Peratura” pe ndf‘P ugib pwaras Tahun 2025 Nomor 1 25
Anggaran Cw
1
(Lembard!
atan BCI sama

p‘1

BADAN pLRMU Y dan .

ik DESA SUGIHWARAb

KEPA

.« TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PERATURAN DEN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

PENDAPATAN
Pasal 1

an dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
Anggaran Penda;;1 1.853.488.548,41,- (Satu Milyar Delapan
semula Berjuml il Tlc.ra Juta Empat Ratus Delapan Puluh
Ratuys Limé PIljl a Ratus Empat Puluh Delapan koma Empat
Delapan RibU 2% - ambah sejumlah Rp. 195.050.534,56,-
Puluh Satu R;f; puluh Lima Juta Lima Puluh Sembilan Ribu
S::t;:tizr'?lga puluh Empat koma Lima Puluh Enam Rupiah)
schingga men adi Rp. 2. 048.548.082,97 (Dua Milyar Empat
Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu

lapan
Bulyh. Holat a koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah]

Delapan Puluh Du
incian sebagai berikut:

dengan ri
1. Pendapatan Desa
a. Semula Rp. 1.863.488.548,41,-
b. Bertambah/berkurang Rp.  34.543.106,84.-
Jumiah Pendapatan setelah
perubahan Rp. 1.898.031.655,25,-

2. Belanja Desa
a. Semula Rp. 1.853.488.548,41,-

b. bertambah/ (berkurang Rp. 147.059.534,56,-
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.000.548.082,97,-
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan (Rp. 102.516.427,72,-)

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula Rp. 0,00,-
b. Bertambah/(berkurang} Rp. 160.516.427,72,-
c. Jumlah penerimaan setelah
perubahan

Rp. 160.516.427,72,-



embiayaan
39 Pcngcguaran E Rp.  10.000.000,0q .

a. Scmulabah/(bCrkurang] Rp. _48.000.000,00,-
b, Bertam _nerimaan setelah Rp.  58.000.000,00,

C. Juﬂ'llahh 0

Pcrizf:n jayaan setelah Rp. 102.516.427,72,-
Selisih "

3.1-3. )
han .
g:’: 1Eibih /(Kurang) Pem I:nayrf.\ar;2 -
Anggaran p. ,
Pasal 2

: at bahan Anggaran Pendapatan dan
: n lanjut Perd

g;iuar,l g:;a s ebajgaima“a dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalzgffi,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart

Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional  pelaksanaan Perubahan

APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Sugihwaras.

Ditetapkan di Sugihwaras
pada tanggal 14 Agustus 2025

ey,

Diundangkan di Sugihwaras




